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PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN
DANA DESA MENURUT PRINSIP ORIENTASI KONSENSUS GOOD
GOVERNANCE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1). Seberapa besar keterlibatan
anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa mundu, 2). peran
anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip
orientasi konsensus good governance di desa mundu, 3). kendala BPD dalam proses
konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good
governance di desa mundu dan 4). solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan
dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu.

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model
interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). keterlibatan anggota BPD dalam
memutuskan penggunaan dana desa di desa mundu dapat dilihat dalam kegiatan
musyawarah desa yang membahas tentang pembangunan desa maupun penggunaan
dana desa, pengalokasian dana ,membantu kepala desa dalam mengambil keputusan
untuk menjalankan rencana pembangunan.; 2). Peran anggota BPD dalam
penggunaan dana desa adalah memberi pertimbangan dan mempertimbangkan
Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan Kkinerja kepala desa
;3).Kendala yang dialami berupa Masih rendahnya sumber daya manusia dari
anggota BPD merupakan kendala yang dialami oleh BPD di desa Mundu, Gedung
BPD nampak kurang perawatan serta ukurannnya yang terbilang sempit untuk
menampung kegiatan rapat,dan Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah
khususnya dalam bidang legislasi; 4). Solusi yang diberikan melalui peningkatan
sumber daya manusia, pembangunan fasilitas ruangan yang memadai, mengadakan
pembinaan anggota baru

Kata kunci: Peran, penggunaan dana desa, prinsip orientasi konsensus, good
governance

ABSTRACT

This study aims to describe 1). How big is the involvement of members of
BPD in deciding the use of village funds in mundu village, 2). the role of BPD
members in the process of consensus the use of village funds according to the
principle of consensus orientation of good governance in mundu village, 3).
constraints of BPD in the process of consensus the use of village funds according to
the principles of consensus orientation of good governance in mundu village and 4).
solution of BPD in the process of consensus the use of village funds according to the
principle of consensus orientation of good governance in mundu village.



This research uses descriptive qualitative. Data collection uses observation,
interviews, and documentation. The validity of data using source triangulation and
technique. Data analysis uses interactive models through data collection, data
reduction, presentation and conclusion.

The results showed that: 1). the involvement of BPD members in deciding the
use of village funds in mundu village can be seen in village consultative activities
that discuss village development and the use of village funds, allocation of funds,
assisting village heads in making decisions to implement development plans; 2). The
role of BPD members in the use of village funds is to consider and consider the
Village Rule Design with the Village Head, to accommodate and channel the
aspirations of the village community and to supervise the performance of the village
head; 3) The constraints experienced by the low human resources of the members of
BPD are constraints. experienced by BPD in Mundu village, BPD building appears
to be less maintenance and its size is fairly narrow to accommodate meeting
activities, and lack of technical guidance from Local Government especially in the
field of legislation; 4). Solutions provided through the improvement of human
resources, the construction of adequate room facilities, holding new members
coaching.

Keywords:role , use of village funds, consensus orientation principles, good
governance

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara kesatuan rebublik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah salah
satu lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD bisa disebut
sebagai parlemen di desa. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga
kemasyarakatan. BPD sebagai mitra kerja yang mempunyai peran penting dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya dalam menampung
aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, serta penggunaan dana desa.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk



membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015). Pembagian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis.

Kenyataannya BPD belum optimal dalam melaksanakan peran sebagai
penyelenggara pemerintahan desa dan juga penggunaan dana desa. Hasil penelitian
Warsono dan Ruksamin (2014) mengenai The Obstacles of Implementation of
Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi dalam
Journal of Management and Sustainability menjelaskan bahwa penggunaan dana
desa tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada evaluasi dalam
pelaksanaannya. Semua kegiatan perencanaan dan pengajuan disampaikan kepada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Kenyataan ini menunjukkan
keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penggunaan dana desa diperlukan adanya sebuah prinsip guna membangun
pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
BPD seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya
dalam penggunaan dana desa. Kesesuaian BPD dalam penggunaan dana desa sangat
penting karena akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan daerah/desa, oleh
karena itu peran BPD harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesesuain peran BPD dalam penggunaan dana desa dapat dilihat dari salah
satu prinsip good governance, yaitu berorientasi pada konsensus. Dikemukakan
dalam artikel Dokumen UNDP (1997) prinsip orientasi konsensus adalah suatu tata
pemerintahan dalam menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda guna
membangun konsensus menyeluruh dan terbaik bagi masyarakat, dan terutama dalam
kebijakan dan prosedur. Makna dari governance dan good governance pada dasarnya
tidak diatur dalam undang-undang (UU), dapat dimaknai sebagai tata pemerintahan,
penyelenggaraan negara, atau pengelolaan. Governance memiliki unsur kata kerja
yaitu governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta
dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Good

governance Vyaitu tata pemerintahan yang baik yang menjalankan fungsi



pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan,
dan lain-lain).

Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai
keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil
dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat
minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan
publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta
mampu menjawab ketentuan dasar keadilan.

Berdasarkan studi pendahuluan Karimah, F. (2014) dalam skripsi yang
berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi
pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa
dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna
pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum
melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana
yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik
masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan
sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta
dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang
menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Berdasarkan latar belakang yang dikembangkan di atas, hal ini mendorong
peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul ”Peran Badan Permusyawaratan
Desa dalam Penggunaan Dana Desa menurut Prinsip Orientasi Konsensus Good
Governance”, karena hal tersebut berkaitan dengan kurikulum Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Iimu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah Pemerintah
Daerah di semester VI, dimana bagian materinya membahas tentang pemerintah

desa.



Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1) Seberapa besar keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana
desa di desa mundu?

2) Bagaimana peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa
menurut prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu?

3) Apa saja kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut
prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu?

4) Bagaimana solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut
prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu?

Tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan
penggunaan dana desa di desa mundu

2) Untuk mengetahui peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana
desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu

3) Untuk mengetahui kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa
menurut prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu

4) Untuk mengetahui solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa

menurut prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu

2. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini di Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten
Tahun 2017. Tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan
sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan
dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak Oktober sampai dengan
Januari 2018. Menurut Sugiyono (2013:2) menjelaskan bahwa metode penelitian
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Sesuai dengan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
metode penelitian terdapat empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan
kegunaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data dikumpulkan
dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar dengan tujuan siap

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Subjek penelitian ini



adalah anggota BPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data
dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan
gabungan/triangulasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi data dan teknik pengumpulan
data. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten
Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). seberapa besar keterlibatan anggota
BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa mundu, (2). peran anggota
BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi
konsensus good governance di desa mundu, (3). kendala BPD dalam proses
konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good
governance di desa mundu, (4). solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan
dana desa menurut prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu.
Hasil kajian dan analisis data dari berbagai sumber dapat dipaparkan sebagai berikut.

3.1 Keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa

Mundu.

Keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa
Mundu dapat dikatakan sudah baik hal ini dapat dilihat dari kinerja anggota BPD.
Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan rasa tanggung jawab
bentuk tanggung jawab BPD yaitu mereka selalu datang dalam setiap musyawarah
desa yang membahas tentang pembangunan desa maupun penggunaan dana desa,
Masyarakat juga di ikut sertakan rapat dalam rangka pembangunan desa agar warga
mengetahui untuk apa saja dana desa yang di alokasikan oleh pusat. BPD juga
membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menjalankan rencana
pembangunan. BPD juga mengadakan rapat evaluasi anggaran dana desa sebagai
tanggung jawab mereka memberikan keterangan penggunaan dana desa kepada

warga .



3.2 Peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut

prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu.

Peran BPD memberi pertimbangan dan mempertimbangkan Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini
sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati
peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD
juga memiliki kekuatan untuk mengawasi anggaran dana desa, Di lain sisi
pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang jumlahnya cukup besar bagi desa
demi mendukung pengembangan kesejahteraannya.

3.3 Kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip

orientasi konsensus good governance di desa mundu

Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD merupakan kendala
yang dialami olehn BPD di desa Mundu. Kurangnya anggota BPD yang
berpendidikan tinggi dan kurang berpengalaman dalam bidang legislasi dikarenakan
banyak dari mereka yang hanya lulusan SMP bahkan ada yang lulusan SD.Fasilitas
yang kurang memadai juga menjadi kendala bagi BPD karena gedung tersebut tidak
mampu menampung banyaknya peserta rapat, Gedung BPD nampak kurang
perawatan serta ukurannnya yang terbilang sempit untuk menampung kegiatan rapat.

3.4 Solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip

orientasi konsensus good governance di desa mundu

BPD memberikan beberapa solusi untuk menanggulangi kendala yang dihadapi
yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga kinerja dalam pelaksanaan
fungsi legislasi menjadi meningkat,dengan peningkatan ini masyarakat pun akan
meningkatkan kepercayaannya kepada BPD, kemudian solusi untuk fasilitas ruangan
yang kurang memadai BPD mengambil cara dengan memindahkan kegiatan rapat ke
aula kantor desa, sedangkan dalam hal pembinaan anggota baru BPD meminta
kepada pemerintah daerah untuk mengadakan seminar untuk memberi pemahaman

teknis serta legislali agar sumber daya manusia yang berkompeten.



4, PENUTUP
Peran BPD adalah mempertimbangkan Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan

pengawasan Kkinerja kepala desa. BPD merupakan lembaga yang memiliki kekuatan

dalam menyepakati peraturan desa yang menjadi pedoman pelaksanaan
pembangunan desa, selain itu juga memiliki kekuatan untuk mengawasi anggaran
dana desa,

Berdasarkan diskripsi data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Keterlibatan anggota BPD dalam memutuskan penggunaan dana desa di desa
Mundu, yaitu sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja setiap
anggota BPD. Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan rasa
tanggung jawab, seperti ketepatan waktu dalam bekerja atau kegiatan lain yang
berhubungan dengan tugas setiap anggota. Dalam setiap pertemuan atau rapat
masyarakat terlibat langsung dalam rangka pembangunan desa, seperti membahas
tentang penggunaan dana desa. BPD juga membantu kepala desa dalam
mengambil keputusan untuk menjalankan rencana pembangunan. BPD juga
mengadakan rapat evaluasi anggaran dana desa sebagai tanggung jawab mereka
serta memberikan keterangan penggunaan dana desa kepada warga.

2) Peran anggota BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut
prinsip orientasi konsensus good governance di desa mundu sudah dapat
dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pengelolaan
dana desa yang selalu mengutamakan kepentingan bersama, warga pun selalu
diikut sertakan dalam setiap rapat yang membahas tentang penggunaa dana desa.
BPD juga memiliki kekuatan untuk mengawasi anggaran dana desa, Maka BPD
menjadi sangat penting untuk mengawasi bagaimana dana yang ada
dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun
desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. BPD pula yang
diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak

terjadi penyimpangan-penyimpangan.



3. Kendala BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip

4.

orientasi konsensus good governance di desa mundu,beberapa kendala yang
dialami adalah Rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD hal ini
dikarenakan masih banyak anggota BPD yang hanya lulusan SMP dan kurang
berpengalaman dalam bidang legislasi. Fasilitas yang kurang memadai juga
menjadi kendala bagi BPD karena gedung yang biasa digunakan untuk rapat
tidak mampu menampung banyaknya peserta rapat, kurangnya bimbingan teknis
dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi. Salah satu contohnya
adalah ada anggota yang sejak dilantik menjadi anggota BPD sampai sekarang
belum pernah mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan tentang
penyusunan Peraturan Desa. Begitu dilantik kemudian ditinggalkan begitu saja,
faktor pembinaan pendidikan dan latihan masih sangat kurang bahkan belum
pernah dilakukan sehingga hal ini dapat dipandang sebagai kendala.

Solusi BPD dalam proses konsensus penggunaan dana desa menurut prinsip
orientasi konsensus good governance di desa mundu, solusi untuk menanggulangi
kendala yang dihadapi yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga
kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi menjadi meningkat,dengan
peningkatan ini masyarakat pun akan meningkatkan kepercayaannya kepada
BPD, untuk fasilitas ruangan yang kurang memadai BPD mengambil cara
dengan memindahkan kegiatan rapat ke aula kantor desa, sedangkan dalam hal
pembinaan anggota baru BPD meminta kepada pemerintah daerah untuk
mengadakan seminar untuk memberi pemahaman teknis serta legislali agar

sumber daya manusia yang berkompeten.
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